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ABSTRAK 

 

Jaminan berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang 

debitur kepada krediturnya sampai debitur melunasi pinjamannya tersebut. 

Bentuk-bentuk jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur menjadi 

semakin bervariasi. Salah satu bentuk jaminan yang lazim terjadi dalam praktik 

kenotariatan dan perbankan adalah jaminan atas Surat Sewa Tempat Usaha 

(SSTU) yang merupakan bukti hak untuk menggunakan tempat usaha (meliputi 

toko, kios, meja, los, dan lapak) di lingkungan pasar milik Perusahaan Daerah 

(PD) Pasar Bermartabat Kota Bandung.  

 

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (penelitian 

hukum) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau 

penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis.  Tipe 

penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu 

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemaparan fakta-

fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai objek penelitian, 

dengan memberikan suatu solusi. 

 

Pada saat SSTU hendak dijadikan sebagai objek jaminan, objek jaminan 

sesungguhnya adalah hak yang dibuktikan dengan SSTU tersebut, yaitu hak sewa 

atas tempat usaha. Hak sewa atas tempat usaha di areal pasar PD Pasar 

Bermartabat Kota Bandung dapat menjadi objek jaminan dalam suatu perjanjian 

jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah 

Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung. 

Peraturan tersebut sudah dicabut, namun pengaturan terkait penjaminan atas 

SSTU belum diatur di peraturan yang baru. Dalam praktik dunia kenotariatan, hak 

sewa atas tempat usaha umum dijaminkan dengan membuat Akta Perjanjian 

Penyerahan dan Pemindahan Hak (cessie). Apabila dilihat dari klausul-klausul 

akta tersebut pada umumnya tidak menyebutkan secara spesifik jenis jaminan 

yang digunakan. Namun apabila dianalisis, kebiasan dalam dunia kenotariatan itu 

menggambarkan pola penjaminan menggunakan jenis jaminan berupa gadai. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Jaminan berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman 

atau utang debitur kepada krediturnya sampai debitur melunasi pinjamannya 

tersebut.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hak kebendaan yang 

dibedakan menjadi dua kelompok. Hak kebendaan tersebut antara lain hak 

kebendaan yang memberikan suatu kenikmatan atas suatu benda (zakelijk 

genotsrecht) dan hak kebendaan yang sifatnya memberikan suatu jaminan 

(zakelijk zakerheidsrecht).2 Hak kebendaan yang memberikan jaminan antara lain 

meliputi gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia, dan resi gudang.3 Pembedaan 

tersebut didasarkan pada beberapa faktor, seperti pembedaan jenis benda bergerak 

dan benda tidak bergerak. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) 

menggunakan juga istilah agunan. Jadi, saat ini terdapat 2 (dua) komponen yang 

dimiliki oleh bank selaku kreditur untuk memastikan kredit yang disalurkannya 

akan dikembalikan beserta bunganya. Kebanyakan pihak menyamakan antara 

istilah jaminan dan agunan. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang 

Jaminan Pemberian Kredit, pengertian jaminan adalah suatu keyakinan atas 

kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.4 

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 23 UU Perbankan, pengertian 

                                                             
1 Ibid, halaman 69. 
2 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda (Yogyakarta: Liberty, 1981), 

halaman 96. 
3  Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan 

(Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015), halaman 24. 
4 I Gede Widnyana dan I Made Walesa Putra, Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi oleh Kreditur 

terhadap Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Wanprestasi (Badung: Bagian Hukum Bisnis 

Fakultas Hukum Universitas Udayana), halaman 2. 
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agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank 

dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

Syariah.  

Dalam hal pemberian fasilitas kredit ini, pada praktiknya agunan lebih 

dominan atau diutamakan dibandingkan dengan jaminan yang berupa keyakinan 

atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya. 5  Agunan pemberian kredit 

bank tersebut berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur 

bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian 

kredit tersebut, akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan 

kepastian hukum kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun mungkin 

nasabah debiturnya cidera janji, yakni dengan cara mengeksekusi benda yang 

menjadi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan.  

Bentuk-bentuk jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur 

menjadi semakin bervariasi. Salah satu bentuk jaminan yang lazim terjadi dalam 

praktik kenotariatan dan perbankan adalah jaminan atas Surat Pemakaian Tempat 

Berjualan (SPTB) atau Surat Sewa Tempat Usaha (SSTU). Kedua bentuk surat 

tersebut merupakan bukti hak untuk menggunakan tempat berjualan atau tempat 

usaha (meliputi toko, kios, meja, los, dan lapak) di lingkungan pasar milik 

Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. 

SPTB merupakan suatu bentuk surat ijin yang dikeluarkan oleh Walikota 

melalui Dinas Pengelolaan Pasar dan wajib dimiliki oleh setiap pedagang tetap 

yang menempati tempat berjualan yang berada di areal pasar milik pemerintah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf v dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah 

Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung. 

Pengaturan terkait SPTB terdapat juga dalam Keputusan Walikota Nomor 665 

Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengurusan Surat Pemakaian Tempat Berjualan 

dan Pengelolaan WC Umum di Areal Pasar (Keputusan Walikota Nomor 665 

Tahun 2002). Adapun mengenai tata cara pengurusan pelayanan SPTB ini diatur 

dalam Bab IV Keputusan Walikota Nomor 665 Tahun 2002 tersebut. Seseorang 

yang telah mendapatkan hak untuk memakai tempat berjualan disebut sebagai 

                                                             
5 Muhamad Djumhana, Op.Cit., halaman 453. 
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‘Pemakai Tempat Berjualan’ dan status pemberian haknya adalah ‘Hak Pakai 

Tempat Berjualan’. 

Peraturan Walikota Bandung Nomor 112 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaaan Pasar di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota 

Bandung mengubah sebutan untuk SPTB menjadi Surat Sewa Tempat Usaha 

(SSTU). Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota Bandung Nomor 112 Tahun 2008 

tentang Pengelolaaan Pasar di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat 

Kota Bandung mengatur bahwa status pemakaian tempat usaha di pasar adalah 

‘Hak Sewa’. Hak Sewa tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun dan harus 

diperbaharui setelah jangka waktunya berakhir. Walaupun penyebutan SPTB telah 

diubah dengan adanya Perwal ini, namun dalam praktiknya surat izin untuk 

menggunakan tempat berjualan atau tempat usaha tetap disebut sebagai Surat 

Pemakaian Tempat Berjualan. Apabila dibandingkan dari pengaturannya, secara 

garis besar, konsep mengenai SPTB dan SSTU adalah sama. 

 SSTU dapat memiliki nilai ekonomis yang tinggi apabila merupakan 

SSTU atas kios di sebuah pasar yang strategis dan ramai dikunjungi.6 SSTU juga 

dapat dialihkan kepada pihak lain dan kemudian pengalihan tersebut dicatatkan di 

SSTU tersebut. Oleh karena itulah, dalam praktiknya SSTU banyak digunakan 

sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.  

Mekanisme menjaminkan SSTU yang umumnya dilakukan adalah dengan 

membuat Akta Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atau Akta 

Penjaminan secara Cessie, selanjutnya akan disebut sebagai Akta Cessie, di 

hadapan seorang Notaris. 7 Akta Cessie tersebut berisi peralihan hak atas STPB 

atau SSTU dari debitur (sebagai ‘penjamin’) kepada pihak ‘bank’. Akta Cessie 

tersebut umumnya juga dilengkapi dengan proses yang harus ditempuh dalam hal 

debitur lalai membayar utang atau tidak memenuhi kewajiban kepada bank 

berdasarkan Perjanjian Kredit yang sebelumnya dibuat di antara mereka. Akta 

Cessie tersebut juga mengatur apabila utang debitur telah dibayar lunas dengan 

cara sebagaimana mestinya, maka segala hak yang telah diserahkan kepada bank 

                                                             
6 Nilai ekonomis dari SPTB ditentukan melalui hasil penilaian oleh Penilai (Appraisal). 
7 Berdasarkan Akta Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Nomor: 26 dan 62 yang dibuat di 

hadapan Notaris Kabupaten Bandung. 
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menurut Akta Cessie tersebut dengan sendirinya diserahkan kembali oleh bank 

kepada debitur/Penjamin (retro cessie).8 

Namun apabila kita mengacu pada berbagai literatur, cessie tidak 

dikategorikan sebagai salah satu jenis jaminan. Pengaturan mengenai cessie dapat 

ditemukan pada Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekalipun 

dalam pasal tersebut tidak digunakan istilah cessie. Pasal tersebut mengatur dua 

hal pokok, yaitu penyerahan “tagihan atas nama” dan penyerahan “benda tak 

bertubuh lainnya”. Adapun yang dimaksud dengan benda tak bertubuh lainnya 

adalah benda tak bertubuh yang bukan merupakan tagihan atas nama dan bahkan 

yang bukan berupa tagihan.9 

Perlu diperhatikan, bahwa yang disebut sebagai tagihan, tidak selalu harus 

berupa tagihan atas sejumlah uang. Tagihan yang dimaksud adalah tagihan atas 

prestasi, yang merupakan benda tidak berwujud. Jadi, apabila dikatakan bahwa 

cessie merupakan penyerahan tagihan atas nama, tidak berarti harus berupa 

tagihan sejumlah uang, sekalipun biasanya memang mengenai sejumlah uang. 

Tagihan atas nama adalah tagihan atas prestasi perikatan, dimana krediturnya 

adalah tertentu (diketahui oleh debiturnya).10 

 Cessie pada dasarnya merupakan bentuk penyerahan tagihan atas nama.11 

Sehingga, cessie tidak memiliki karakteristik jenis jaminan pada umumnya, 

seperti misalnya hak untuk didahulukan bagi kreditur apabila debitur lalai untuk 

memenuhi prestasinya (droit de preference). 12  Tanpa adanya hak untuk 

didahulukan, hal tersebut menimbulkan permasalahan terkait eksekusi dari 

jaminan atas SSTU serta terkait dengan perlindungan hukumnya. 

Berkembang dari latar belakang tersebut di atas, Penulis melihat perlunya 

menganalisis hak jaminan atas Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) atau 

Surat Sewa Tempat Usaha (SSTU) kepada bank dan eksekusinya dalam suatu 

                                                             
8 Ibid. 
9 Rachmad Setiawan dan J. Satrio, Penjelasan Hukum tentang Cessie (Jakarta: Nasional Legal 

Reform Program, 2010), halaman 3. 
10 Ibid, halaman 6. 
11 Ibid. 
12 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), halaman 

96. 
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tulisan yang berjudul “ANALISIS JAMINAN ATAS SURAT SEWA 

TEMPAT USAHA (SSTU) DI PASAR PERUSAHAAN DAERAH PASAR 

BERMARTABAT KOTA BANDUNG”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yakni: 

1) Apakah Surat Sewa Tempat Usaha dapat dijaminkan menurut peraturan 

yang berlaku? 

2) Apa kemungkinan jenis jaminan yang paling memadai untuk menjaminkan 

Surat Sewa Tempat Usaha? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

A. Tujuan Umum 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum, 

terutama di bidang hukum jaminan terkait dengan konsep hukum perdata yang 

ada terhadap praktik penjaminan Surat Sewa Tempat Usaha (SSTU) 

menggunakan Akta Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) dalam 

praktik kenotariatan. 

 

B. Tujuan Khusus 

Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum di atas, terdapat 

juga tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

a) Mengetahui dan menganalisis konsep penjaminan hak kebendaan 

berupa SSTU; 

b) Mengetahui jenis jaminan untuk menjaminkan SSTU; dan 

c) Mengetahui cara bank mengeksekusi jaminan atas SSTU. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

A. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau 

manfaat dalam usaha mengembangkan pengetahuan hukum yang bersifat kritis, 

khususnya pada bidang hukum jaminan. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi pengembangan pengetahuan mengenai keabsahan penjaminan atas SSTU. 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan mengenai 

jenis dan proses penjaminan kebendaan atas SSTU.  

 

B. Manfaat praktis 

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada: 

a) Kalangan akademisi: diharapkan dengan hasil analisis penelitian 

ini dapat memberikan ide baru untuk dilakukan penelitian lebih 

lanjut. Sehingga, suatu saat dapat menghasilkan suatu konsep dan 

pandangan lain terkait dengan penjaminan kebendaan berupa 

SSTU. 

b) Profesi Notaris: diharapkan dengan adanya analisis dari penelitian 

ini dapat memberikan suatu pandangan baru dan suatu pemahaman 

mengenai konsep penjaminan kebendaan berupa SSTU. 

c) Kreditur: diharapkan hasil analisis dari penelitian ini dapat 

memberikan suatu pemahaman mendalam mengenai penjaminan 

kebendaan berupa SSTU termasuk proses, risiko, dan eksekusinya 

oleh pihak bank. 

d) Peneliti sendiri: dalam rangka membekali peneliti dengan 

pengetahuan dan pemahaman mengenai penjaminan kebendaan 

berupa SSTU dalam suatu perjanjian kredit dengan bank. 

 

1.4. Metode Penelitian 

Penulisan ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif 

(penelitian hukum) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data 
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sekunder atau penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma 

hukum tertulis.13 Tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif 

analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

dan pemaparan fakta-fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin 

mengenai objek penelitian, dengan memberikan suatu solusi. 

Secara harafiah, ‘data’ berarti fakta atau kenyataan (fact). Akan tetapi, 

dalam penelitian, istilah data dipakai dalam arti yang lebih luas, karena di 

samping data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder atau data 

kepustakaan.14 Sumber data sekunder atau jenis bahan hukum yang dipergunakan 

terdiri atas: 

1.4.1.  Bahan Hukum Primer 

Dalam penelitian hukum normatif, bahan-bahan primer terdiri atas 

Undang-Undang Dasar dan berbagai dokumen resmi yang memuat 

ketentuan hukum, termasuk akta notaris dan kontrak. 15  Bahan hukum 

primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung; 

3) Peraturan Walikota Bandung Nomor 112 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaaan Pasar di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar 

Bermartabat Kota Bandung; 

4) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1264 Tahun 2015 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar 

Bermartabat Kota Bandung; 

                                                             
13  Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penulisan Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat” 

(Jakarta: Grafindo Persada, 2004), Halaman 14. 
14 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 (Bandung: Penerbit 

Alumni, 1994), halaman 150. 
15 Ibid, halaman 151. 
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5) Peraturan Walikota Bandung Nomor 166 Tahun 2017 tentang 

Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat 

Kota Bandung; 

6) Salinan Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) atau Surat 

Sewa Tempat Usaha (SSTU);  

7) Salinan Akta Notaris yang berjudul: Akta Perjanjian 

Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) yang dibuat di 

hadapan Notaris; dan 

8) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 

 

1.4.2.  Bahan Hukum Sekunder 

Textbook, monograf, laporan penelitian dan sebagainya merupakan 

bahan sekunder dalam penelitian hukum normatif. 16  Bahan hukum 

sekunder yang akan digunakan merupakan bahan pustaka yang isinya 

mengenai informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum 

penunjang penulisan penelitian ini berupa kepustakaan yang terdiri dari 

buku-buku karangan para ahli, artikel, berita, jurnal hukum, skripsi, tesis, 

disertasi, media cetak, serta dokumen-dokumen yang berasal dari internet. 

Buku karangan ahli utama yang akan digunakan untuk memperdalam 

mengenai jaminan adalah buku yang ditulis oleh Djaja S. Meliala yang 

berjudul Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum 

Perikatan Edisi Revisi Kelima. 

 

1.4.2.  Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan 

atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

tersier yang digunakan adalah kamus, legal thesaurus, dan ensiklopedia 

yang berkaitan dengan penelitian. 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan atau dokumen. 

                                                             
16 Ibid. 
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Studi kepustakaan dalam arti sempit adalah pengumpulan data sekunder di 

perpustakaan. Studi kepustakaan dalam arti sempit ini meliputi kegiatan 

pengumpulan bahan bacaan, baik buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, 

majalah, dan surat kabar.17 

Studi kepustakaan dalam arti luas adalah kegiatan pengumpulan 

data sekunder yang tidak hanya di perpustakaan-perpustakaan resmi, 

melainkan juga meliputi pengumpulan data sekunder di kepustakaan-

kepustakaan pribadi dan keterangan yang dicari atau langsung meminta 

dari orang yang menyimpan data sekunder yang diperlukan.18 

Data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan 

metode kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan 

terhadap data yang diolah dengan menggunakan uraian-uraian untuk 

menggambarkan (dekriptif), uraian-uraian yang berisi tafsir atau hasil 

nalar terhadap gambaran yang diperoleh (inferensial), dan argumentasi 

rasional (analitik) untuk menjelaskan dan mempertahankan gambaran 

yang diperoleh. Analisis kualitatif ini dapat juga disebut sebagai analisis 

non-statistik yang berisi analisis deskriptif, inferensial, dan analitik.19 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah rencana sistematika penulisan laporan hasil penelitian 

ini: 

 BAB I : Pendahuluan 

1. Latar belakang Penulisan; 

2. Identifikasi masalah Penulisan: 

3. Tujuan dan Manfaat Penulisan; 

4. Metode Penulisan; dan 

5. Sistematika penulisan. 

 

                                                             
17 Tommy Hendra Purwaka, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Atma 

Jaya, 2011), halaman 105. 
18 Ibid.  
19 Ibid. 
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 BAB II : Tinjauan Umum terhadap Pemakaian Tempat 

Usaha di Lingkungan Pasar Perusahaan Daerah Pasar 

Bermartabat Kota Bandung 

2.1. Pengelolaan Pasar Kota Bandung oleh 

Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat; dan 

2.2. Pemakaian Tempat Usaha di Lingkungan 

Pasar Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat 

Kota Bandung. 

 

 BAB III : Tinjauan Umum terhadap Jaminan dan Cessie 

3.1. Pengertian Jaminan; 

3.2. Macam-Macam Jaminan; 

3.3. Gadai; 

3.4. Fidusia; dan  

3.5. Cessie. 

 

 BAB IV : Analisis Jaminan atas Surat Sewa Tempat Usaha di 

Lingkungan Pasar Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota 

Bandung 

4.1. Pengaturan terkait dapat atau tidaknya 

penjaminan atas Surat Sewa Tempat Usaha; 

dan 

4.2. Jenis jaminan yang tepat untuk 

menjaminkan Surat Sewa Tempat Usaha. 

 

 BAB V : Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan; dan 

5.2. Saran. 
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